IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELURAHAN TLOGOMAS
TERHADAP PENANGGULANGAN COVID-19
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Ringkasan

Kebijakan publik adalah produk hukum yang berupa aturan-aturan mengenai
pernyataan, himbauan atau ajakan yang dibuat pemerintah untuk masyarakatnya.
Sehingga akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi
semua pihak masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, fokus
penelitian ini yaitu implementasi kebijakan kelurahan tlogomas dan implementasi
terhadap penanggulangan covid-19, sumber data terdiri dari data primer dan data
sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik
Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa
Implementasi Kebijakan Kelurahan Tlogomas Terhadap Penanggulangan Covid-
19 yaitu membentuk satgas penanggulangan covid-19, Para relawan Kelurahan
tangguh, Membuat pos- pos di RT/RW, Pelayanan di Kelurahan dengan
pembentukan sarana dan prasarana penangulangan covid-19 antara lain:
pembagian masker, pembatasan pelayanan yang melibatkan banyak orang, setiap
semiggu sekali melakukan penyemprotan diarea kerja, Penyediaan bilik

desinfektan dan penyediaan hand saitizer.

Kata Kunci: Kebijakan, Kelurahan, Penanggulangan Covid-19.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik sangatlah penting, untuk pemerintah sebagai implementator
kebijakan dan penting untuk masyarakat, dimana fungsi dari kebijakan publik itu
sendiri ialah untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dilingkungan
masyarakat. Maka dari itu setiap kebijakan yang dibuat oleh pemeritah perlu
juga adanya partisipasi aktif dari masyarakat .

Kebijakan adalah cara yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan sebuah
persoalan. Cara yang digunakan pemerintah untuk menyelesaikan menyelesaikan
permasalahan dalam bentuk aturan atau hukum yang didalamnya memuat ajakan
atau himbauan untuk masyarakat tentang tujuan dari kebijakan yang dibuat untuk
menyelesaikan sebuah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Sehingga
tujuan dan kesejahteraan bersama dapat tercapai.

Dalam kebijakan publik terdapat sisi positif dan sisi negatif. sisi positifnya
pemerintah bukan hanya membuat kebijakan tetapi juga mengambil peran dan
melaksanakan tindakan guna menuntaskan masalah atau persoalan yang terjadi.
Sisi negatifnya pemerintah tidak ikut berperan prnting untuk menyelesaikan
masalah yang terjadi. Beberapa bentuk kebijakan pemerintah yang ada di
Indonesia diantaranya berupa Undang-Undang Dasar (UUD), Keputusan Presiden
, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah. Sehingga kebijakan publik yang ada di

Indonesia sangat beragam tergantung jumlah pemerintahan, jumlah masyarakat



yang berpartisipasi dalam kebijakan dan jumlah persoalan yang menarik perhatian
publik dan hendak diselesaikan oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan publik merupakan jawaban dari sistem politik yang ada, yang
berfungsi untuk mengelola dan menyelesaikan masalah, kepentingan masyarakat.
Kebijakan publik memerlukan pergerakan yang sangat besar dari sumber daya
manusia dan sumber daya alam yang ada, Sehingga kebijakan tidak mengalami
kegagalan dan tujuan kebijakan publik dapat terlaksana dengan baik sesuai
dengan keputusan bersama.

Dalam kebijakan publik antara pemerintah sebagai implementor kebijakan
publik dengan masyarakat saling berhubungan. Sehingga apa yang dilakukan
pemerintah sama halnya dengan yang dilakukan masyarakat. Dimana keberhasilan
suatu kebijakan ditentukan dari tingginya partisipasi masyarakat terhadap
kebijakan yang dibuat, begitu pula jika partisipasi masyarakat rendah maka akan
gagal pula kebijakan yang dibuat.

Ada tiga unsur kebijakan publik yang paling penting dalam menyelesaikan
masalah yang ada di masyarakat dimana terdapat pemerintah sebagai pembuat
kebijakan, pihak yang memberi persetujuan layak dan tidaknya kebijakan itu
ditetapkan dan apabila dalam kebijakan melibatkan banyak orang dapat
dirumuskan dalam undang-undang, asumsi bahwa dalam kebijakan harus ada
diskusi, perdebatan dan kompromi apakah layak atau tidak kebijakan itu dibuat.

Pada umumnya perencanaan dan kebijakan publik jauh lebih penting dari pada
implementasinya. Kebijakan publik memiliki nilai lebih besar, sedangkan

implementasi kebijakan memiliki nilai lebih kecil dari kebijakan publik. Dengan



demikian kebijakan publik yang baik sebenarnya sudah memberikan
kesempurnaan dan akan memberikan dampak yang baik terhadap warga negara
yang menjadi cakupan. Sedangkan sisanya tergantung pada bagaimana kebijakan
publik tersebut diimplementasikan. Dalam konteks implementasi memiliki peran
sentral, artinya sebaik-baik kebijakan publik disusun hasilnya tetap nihil jika tidak
diimplementasikan. (Nugroho 2009:618).

Riant Nugroho (2010:15) mengatakan bahwa implementasi kebijakan
merupakan amanah menjalankan penerapan kebijakan yang sudah ditetapkan
secara tepat dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan
langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi
dapat dievaluasi dari sudut kemampuanya secara nyata dalam
mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.
(Cleaves dalam wahab 2008:187).

Kebijakan (policy) harus dibedakan dari kebijaksanaan (wisdom).
Kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atau manifestasi dari aturan yang
ditetapkan sesuai situasi setempat oleh pejabat yang berwenang. Kebijakan publik
merupakan jawaban terhadap suatu persoalan yang dengan upaya memecahkan,
mengurangi, dan mencegah keburukan yang sudah, sedang, dan akan terjadi.
(Syafiie dalam setiawan 2006:104).

Seluruh dunia sekarang tengah menghadapi wabah Covid-19 yang
penyebarannya sangatlah cepat, bahkan hampir seluruh belahan dunia mengalami

dampak yang besar akibat dari Covid-19 ini. Penyebaran virus ini juga dirasakan



oleh negara Indonesia, sejak tanggal 2 Maret covid-19 melanda Indonesia dan
sudah banyak orang yang terinfeksi oleh virus ini. Penyebaran yang begitu masif
di seluruh wilayah Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam
pencegahan pandemi ini ,seperti kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala
Besar), karantina dan isolasi bagi pasien positif, PDP (Pasien Dalam Perawatan),
ODP (Orang Dalam Pengawasan), serta larangan mudik , sehingga kebijakan ini
sangat berdampak pada masyarakat lapisan kelas bawah.

Kelurahan Tlogomas yang berada di wilayah kota Malang yang termasuk
zona merah dari penyebaran covid-19, harus memaksa pemerintah kota Malang
untuk memberlakukan kebijakan PSSB (Kebijakan Sosial Berskala Besar),
dengan adanya kebijakan ini akan sangat berdampak besar pada masyarakat dan
akan mempengaruhi roda perekonomian dan pendapatan masyarakat. Oleh karena
itu kebijakan pemerintah ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk
mengatasi dampak dari covid-19 .

Pada masa pandemi covid-19 banyak kita kenal istilah lembaga sosial, dimana
jenis-jenis lembaga sosial itu, seperti lembaga pendidikan, lembaga politik,
lembaga kesehatan, lembaga ekonomi, lembaga agama yang notabene lembaga-
lembaga ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.Melihat situasi
dan kondisi sekarang begitu banyak lembaga sosial yang mengambil perannya
dalam menjawab dan mampu memberi solusi pada setiap masalah yang terjadi di
masyarakat, khususnya masalah pandemi, implementasi kebijakan pemerintah

dalam menghadapi covid-19 sangat dibutuhkan masyarakat.



Angka covid-19 tidak pernah turun bahkan selalu naik, sehingga masyarakat
sangat membutuhkan implementasi atau upaya kebijakan pemerintah dalam
menangani masalah yang tengah dihadapi (COVID-19). Maka pemerintah
kelurahan tlogomas dalam upaya menangani covid-19 bekerja sama dengan pihak
swasta dan lembaga kesehatan yang bertujuan untuk membantu perekonomian
masyarakat dalam masa pandemi seperti pembagian sembako, uang tunai, dan
bekerja sama dengan dokter rumah sakit untuk melakukan sosialisasi protokol
kesehatan, menyediakan Satgas,melakukan kegiatan pembagian masker kepada
masyarakat, dan membagikan desinfektan dan antiseptik bagi masyarakat.
Berdasarkan latar belakang penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian
dan menetapkan judul “Implementasi Kebijakan Kelurahan Tlogomas
Terhadap Penanggulangan Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah
Perumusan masalah adalah cara untuk mencari sesuatu dalam rangka
perumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan Kelurahan Tlogomas
terhadap penanggulangan covid-19.
2. Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pemerintahan
Kelurahan Tlogomas terhadap penanggulangan covid-19.
1.3 Tujuan Penelitian
Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulis

mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:



1) Mengetahui implementasi kebijakan Kelurahan Tlogomas terhadap
penanggulangan covid-19.
2) Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung kebijakan Kelurahan

Tlogomas terhadap penanggulangan covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian
1 Secara Teoritis

a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi
penulis dan pembaca.

b. Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis: Penelitian ini berguna untuk meningkatkan wawasan ilmu
pengetahuan penulis, dalam bidang implementasi kebijakan publik.

b. Bagi Masyarakat: Sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui
kebijakan Kelurahan Tlogomas terhadap penanggulangan covid-19 serta
sebagai pedoman bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya
penanggulangan covid-19.

c. Bagi Pemerintah: Penelitian ini berguna untuk pemerintah mengevaluasi

kembali kebijakan dan penerapan di masyarakat
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